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 This study aims to analyze the role of traditional leaders in health decision-making regarding 

the Family Planning (KB) program in Kenyabur Baru Village, Sintang Regency, through the 

perspective of structural functionalism. Using a qualitative method with a descriptive 

approach, data were collected through in-depth interviews with Dayak and Javanese 

traditional leaders, village government officials, health workers, and the local community. 

The results indicate that the success of the KB program in this region is driven by the 

fulfillment of four functional prerequisites in the AGIL scheme (Adaptation, Goal Attainment, 

Integration, and Latency). Traditional leaders play a central role in the integration function 

by aligning government policies with traditional values, ensuring that the KB program is 

accepted as part of moral responsibility and orderly living rather than structural coercion. 

The tripartite synergy between traditional authorities, the village government, and health 

workers creates an equilibrium that minimizes social resistance and strengthens cultural 

legitimacy toward modern healthcare service. 
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  ABSTRAK 

  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tokoh adat dalam pengambilan keputusan 

kesehatan terkait program Keluarga Berencana (KB) di Desa Kenyabur Baru, Kabupaten 

Sintang, melalui perspektif fungsionalisme struktural. Menggunakan metode kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 

tokoh adat Dayak dan Jawa, aparat pemerintah desa, tenaga kesehatan, serta masyarakat 

setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program KB di wilayah ini 

didorong oleh terpenuhinya empat prasyarat fungsional dalam skema AGIL (Adaptation, 

Goal Attainment, Integration, dan Latency). Tokoh adat memainkan peran sentral dalam 

fungsi integrasi dengan menyelaraskan kebijakan pemerintah dan nilai-nilai tradisional, 

sehingga program KB diterima sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan keteraturan 

hidup, bukan sebagai paksaan struktural. Sinergi tripartit antara otoritas adat, pemerintah 

desa, dan tenaga kesehatan menciptakan keseimbangan (equilibrium) yang meminimalkan 

resistensi sosial dan memperkuat legitimasi kultural terhadap layanan kesehatan modern. 

Kata Kunci : Tokoh Adat, Program KB, Fungsionalisme Struktural 
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PENDAHULUAN 

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu instrumen kebijakan kesehatan 

nasional yang bertujuan mengatur kelahiran, meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, 

serta memperkuat ketahanan keluarga. Program KB telah dijalankan lebih dari 50 tahun sebagai 

program pemerintah yang berupaya mengendalikan pertambahan jumlah penduduk dengan 

membatasi angka kelahiran dan mengatur jarak kelahiran. Secara nasional, pengguna KB di 

beberapa wilayah sudah mencapai lebih dari 50 persen, bahkan di Kalimantan Barat capaian 

pengguna KB tahun 2023 mencapai 60%, melampaui rata-rata nasional. Pada level tingkat 

lokal, capaian program ini menghadapi variasi. Desa Kenyabur Baru, Kecamatan Tempunak, 

Kabupaten Sintang dengan jumlah penduduk 1.607 jiwa, 464 KK, dan terbagi dalam 5 dusun, 

menunjukkan dinamika yang menarik. Berdasarkan data dari Puskesmas Tempunak, terjadi 

penurunan penggunaan KB dalam tiga bulan terakhir tahun 2024, misalnya jumlah akseptor 

aktif atau baru dan lama menurun dari total 11 menjadi 4. 

Hasil survei mawas diri yang dilakukan oleh mahasiswa STIKARA Sintang pada 

pelaksanaan pengabdian Masyarakat Januari 2025 menunjukkan bahwa meskipun 70% 

penduduk pernah menggunakan KB, masih terdapat sekitar 30% masyarakat yang tidak 

menggunakan program KB, seperti pada gambar di bawah ini: 

 
Gambar 1. Survei Mawas Diri di Desa Kenyabur Baru 

Tanggal 12-14 januari 2025 

Fenomena ini mengindikasikan bahwa keberhasilan program KB tidak hanya ditentukan 

oleh ketersediaan layanan kesehatan dan alat kontrasepsi, tetapi sangat dipengaruhi oleh 

struktur sosial dan budaya masyarakat setempat. Peran tokoh adat menjadi titik temu penting 

antara struktur formal (pemerintah/tenaga medis) dengan struktur kultural (adat), yang 

menentukan penerimaan atau resistensi masyarakat terhadap program KB. 

Di Desa Kenyabur Baru, otoritas tokoh adat berperan besar sebagai penjaga nilai, norma, 

serta mediator sosial. Keputusan rumah tangga mengenai kontrasepsi, jarak kelahiran, hingga 

jumlah anak sering kali dipengaruhi oleh komunikasi adat, nasihat kolektif, dan restu tokoh 

adat. Perspektif fungsionalisme struktural menjadi relevan dalam menganalisis fenomena ini, 

karena keputusan kesehatan dipahami bukan sekadar pilihan rasional individu, melainkan hasil 

internalisasi pola budaya yang stabil, aturan adat, serta legitimasi simbolik yang diberikan oleh 

tokoh adat (Nasrudin & Nursari, 2025 ). Tokoh adat berfungsi sebagai pelantara, menafsirkan 

tradisi, memberikan sanksi sosial, serta menormalisasi praktik baru seperti program KB agar 

sesuai dengan norma lokal (Zubaidi, 2025). 

Di sisi lain, secara regulasi program KB memiliki dasar hukum yang jelas. Undang-

Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 

Keluarga menegaskan pentingnya perencanaan kependudukan, pembangunan keluarga, serta 
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pelaksanaan KB. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

menekankan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, termasuk kesehatan 

reproduksi dan keluarga berencana. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 

mengatur perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, KB, serta sistem informasi 

keluarga sebagai landasan operasional. Sedangkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 

menetapkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai 

lembaga yang mengelola program KB secara nasional. Dengan kondisi sosial pedesaan yang 

ditopang jejaring kekerabatan dan modal sosial berbasis kepercayaan, legitimasi kebijakan 

kesehatan sering diperoleh melalui pengesahan simbolik misalnya restu tokoh adat atau 

penyisipan pesan KB dalam forum adat.  

Kajian terdahulu yang bersentuhan dengan topik kajian ini sudah banyak dilakukan. 

Samsul Bahri (2016) menyimpulkan bahwa ketahanan sistem pendidikan pesantren ditentukan 

oleh keberhasilan menjalankan empat fungsi struktural-fungsional, yaitu adaptasi, pencapaian 

tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola nilai, yang didukung oleh kepemimpinan kiai dalam 

proses pendidikan (Bahri, 2016). Yevi Sopiah menyatakan bahwa teori struktural 

fungsionalisme dan analisis gender memiliki perbedaan perspektif, namun keduanya 

menunjukkan bahwa perubahan peran gender dalam keluarga kontemporer memerlukan 

adaptasi struktur keluarga agar fungsi sosial tetap berjalan sekaligus mewujudkan keadilan dan 

kesetaraan gender (Sopiah, 2025). Penelitian Marwono dkk menemukan bahwa keterlibatan 

aktif pemimpin adat sebagai fasilitator, penyampai pesan, dan penjaga nilai budaya 

meningkatkan efektivitas promosi kesehatan masyarakat di daerah terpencil, sehingga integrasi 

peran mereka dalam strategi kesehatan menjadi pendekatan yang efektif untuk meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat (Marwono et al., 2025). Hilal dkk mengungkap bahwa kearifan 

lokal berperan penting dalam pencegahan penyakit menular melalui pembentukan perilaku 

hidup sehat, pemanfaatan pengetahuan tradisional, dan kontrol sosial oleh kepemimpinan adat, 

sehingga integrasinya dengan program kesehatan modern dapat memperkuat ketahanan 

kesehatan masyarakat secara berkelanjutan (Hilal et al., 2026). Namun demikian, kajian 

mengenai peran tokoh adat dalam pengambilan keputusan keikutsertaan Program KB Perspektif 

Fungsionalisme Struktural belum dilakukan. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tokoh adat dalam pengambilan 

keputusan kesehatan masyarakat terkait Program Keluarga Berencana (KB) di Desa Kenyabur 

Baru, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, melalui perspektif strukturalisme sosiologi. 

Penelitian ini menjawab pertanyaan pokok: Apa peran tokoh adat dalam memberikan pengaruh 

kepada masyarakat tentang ikut atau tidaknya dalam program Keluarga Berencana (KB) dan 

bagaimana kerja sama antara tokoh adat dengan tenaga kesehatan dan pemerintahan desa dalam 

menyampaikan program KB kepada Masyarakat. Hasil penelitian ini memberikan masukan 

bagi pemerintah daerah dan BKKBN untuk menyusun strategi program KB yang selaras dengan 

nilai dan norma lokal. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam peran tokoh adat dalam memengaruhi 

keputusan kesehatan masyarakat terkait keikutsertaan dalam Program Keluarga Berencana 

(KB) di Desa Kenyabur Baru, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang. Lokasi penelitian 

dipilih secara purposive karena memiliki karakteristik masyarakat multietnis yang masih 

mempertahankan nilai-nilai adat dalam kehidupan sosial, sekaligus menjadi sasaran 

pelaksanaan program KB pemerintah. Informan penelitian ditentukan secara purposive, 

meliputi tokoh adat Dayak dan Jawa, kepala desa, tenaga kesehatan, kepala keluarga, serta 
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masyarakat peserta program KB yang dianggap memiliki informasi relevan dengan fokus 

penelitian. 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan 

studi dokumentasi terhadap data kependudukan serta pelaksanaan program KB di desa. Data 

yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Untuk meningkatkan validitas temuan, penelitian menerapkan teknik 

triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari tokoh adat, 

pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Analisis data dilakukan menggunakan 

perspektif fungsionalisme struktural Talcott Parsons, khususnya skema AGIL (Adaptation, 

Goal Attainment, Integration, dan Latency), guna menjelaskan fungsi tokoh adat dalam 

menjaga keseimbangan sosial dan mendukung penerimaan program KB di masyarakat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Teori Fungsionalisme Struktural 

Teori Fungsionalisme Struktural atau sering disebut Struktural Fungsional (Nugroho, 

2021) lahir dari pengaruh teori sistem umum. Menurut pendapat Emile Durkheim adalah 

pelopor terpenting dalam pengembangan teori struktur fungsional ini. Akar pertimbangannya 

pada teori ini, bagaimanapun, berasal dari Auguste Comte dan Herbert Spencer. Auguste Comte 

pertama kali memulai dengan refleksinya tentang analogi organisme. Pemikiran Comte ini 

kemudian dikembangkan oleh Herbert Spencer. Spencer membuat perbandingan untuk 

menemukan kesamaan antara masyarakat dan organisme. Dari pengamatan ini, Spencer 

mengembangkan gagasan fungsionalisme yang diperlukan, yang kemudian menjadi panduan 

Spencer untuk analisis substantif dan kekuatan pendorong di balik analisis fungsional 

Selain itu, teori Fungsionalisme Struktural dipengaruhi ilmu alam, khususnya biologi, 

yang menekankan cara suatu sistem diatur dan dipertahankan. Sementara itu, unsur 

strukturalisme yang datang dari linguistik menyoroti bagaimana bahasa dan sistem sosial 

diorganisasikan. Kemudian teori fungsional structural juga diperkenalkan oleh Talcott Parsons 

sebagai kelompok teori modern. Dasar dan gagasan utama ialah realitas sosial sebagai 

hubungan sistem masyarakat, yang berada dalam keseimbangan, yakni kesatuan yang terdiri 

dari bagian-bagian yang saling tergantung, sehingga perubahan satu bagian dipandang 

menyebabkan perubahan lain dari sistem Teori fungsionalisme structural (Aprilia, 2022). 

 Pada dasarnya, teori Fungsionalisme Struktural berfungsi untuk menjelaskan mengapa 

suatu peristiwa dapat terjadi dalam kenyataan. Teori memiliki dua peran utama. Pertama, 

membantu menjelaskan fakta-fakta yang sudah diketahui. Kedua, membuka peluang 

munculnya sudut pandang baru yang dapat mengungkap fakta-fakta lain yang sebelumnya 

belum terlihat. Dengan kata lain, ketika suatu kejadian ditafsirkan menggunakan kerangka teori 

yang berbeda, maka hasil penafsiran itu juga dapat menghasilkan jenis fakta yang berbeda pula 

(Sigai, 2018). Kemudian menurut (Sigai, 2018) menegaskan bahwa teori fungsionalisme 

struktural memandang masyarakat sebagai suatu sistem, secara fungsional berada dalam kondisi 

eqiuliubirum dikenal dengan integration approach, order approach, equilibrium, atau lebih 

populer dengan sebutan stuructural-functional approach. 

Menurut (Harisan, 2022) pada dasarnya, analisis struktural fungsional berpusat pada dua 

konsep utama, yaitu fungsi dan struktur. Prinsip-prinsip dasarnya antara lain: 

1. Masyarakat adalah sistem yang rumit, terdiri dari bagian-bagian yang saling terhubung dan 

saling bergantung. Setiap bagian memengaruhi bagian lain. 

2. Setiap bagian masyarakat ada karena memiliki fungsi tertentu untuk menjaga 

keberlangsungan dan stabilitas masyarakat. 

3. Masyarakat memiliki mekanisme untuk menyatukan diri, misalnya lewat kepercayaan dan 
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nilai yang dipegang bersama. 

4. Masyarakat cenderung bergerak menuju keadaan seimbang. Jika ada gangguan di satu 

bagian, bagian lain akan menyesuaikan agar harmoni tetap terjaga 

5. Perubahan sosial memang jarang terjadi, tetapi jika itu muncul, biasanya akan membawa 

dampak yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. 

Lebih lanjut  (Nugroho, 2021) menyatakan bahwa pada teori struktural fungsional ada 

empat komponen penting yaitu Adaptation, Goal Atainment, Integration, dan Latency atau 

singkat dengan AGIL adapun penjelasan sebagai berikut :  

1. Adaptation: sistem sosial atau masyarakat selalu mengalami perubahan sehingga dapat 

menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi, secara internal maupun 

eksternal.  

2. Goal Attainmen: setiap sistem sosial atau masyarakat akan senantiasa terdapat berbaga 

tujuan yang hendak dicapai sisstem sosial tersebut.  

3. Integration: setiap bagian dari sistem sosial terintegrasi satu sama lain serta cendeung 

bertahan pada equilibrium (keseimbangan).  

4. Latency: sistem sosial senantiasa berusaha mempertahankan bentuk-bentuk interaksi yang 

relatif tetap atau statis, sehingga setiap perilaku yang menyimpang diakomodasi melalui 

kesepakatan-kesepakatan yang terus menerus diperbaharui 

Adapun penjelasan lebih tegas menurut (Fadri, 2020) konsep AGIL terdiri, (1) 

Adaptation, menunjukkan sistem sosial pada keharusan terhadap penyesuaian lingkungan dan 

masyarakat terhadap perilaku individu yang menuntut pada suatu bentuk susunan dan 

penyesuaian terhadap tuntutan dan kenyataan yang sedang dihadapi. (2) Goal attainment, 

persyaratan fungsional yang menggiring pada pernyataan dan sikap atas tujuan-tujuan bersama 

dalam suatu sistem sosial. Tujuan sistem sosial memusatkan tindakan pada kegiatan 

penyesuaian persiapan dalam mencapai tujuan tertentu. (3) Integration, pernyataan hubungan 

interelasi yang menghubungkan anggota dalam bentuk sistem sosial. Hubungan sistem sosial 

dan interelasi mengacu pada terciptanya hubungan emosional solidaritas dan bekerjasama 

sebagai bentuk dari tujuan perkembangan relasi kolektif. (4) Laten pattern maintenance, konsep 

latensi yang menunjukkan berhentinya interaksi dikarenakan kejenuhan dan keletihan yang 

tergambar dari anggota kelompok terhadap sistem sosial dan keterlibatannya dalam sistem 

tersebut.  

Konsep AGIL menjelasakan adanya hierarki pada tataran perubahan sosial yang 

menggambarkan susunan dan tahapan terjadinya suatu fenomena sosial. Perubahan muncul 

ketika sistem sosial berada pada kondisi latensi, mendorong anggota masyarakat mencari 

bentuk kehidupan yang dianggap lebih sejahtera. Pada tahap tersebut, adanya reaksi serta 

kontrol budaya dan nilai-nilai berlaku dalam kelompok masyarakat menjadi sangat penting. 

Kontrol budaya berfungsi menata dinamika sosial agar perubahan dapat diarahkan sebagai 

proses perkembangan menuju kondisi yang lebih baik. Tetapi, pada praktiknya sering terjadi 

ketidaksesuaian, misalnya munculnya pelanggaran terhadap nilai yang berujung pada perilaku 

menyimpang maupun patologis. Hal tersebut merupakan implikasi yang tak terelakkan dari 

proses perubahan sosial, baik secara fungsional dan struktural (Fadri, 2020). 

Menurut penjelasan (Maulana, 2025) Agar suatu sistem sosial dapat membentuk tatanan 

yang berkelanjutan atau mengalami perkembangan secara teratur, terdapat sejumlah prasyarat 

fungsional yang harus dipenuhi. Selain itu, Parsons menjelaskan sistem merupakan tindakan 

tersusun atas tiga fokus utama, yaitu aktor individu, interaksi antaraktor, serta sistem pola 

budaya. Menurutnya, permasalahan fungsional dasar dalam sistem hubungan sosial yang teratur 

menuntut adanya persyaratan tertentu agar stabilitas minimum dapat dipertahankan. Pertama, 

sistem sosial tidak boleh disusun dengan cara yang bertentangan secara radikal dengan kondisi 
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dasar individu, baik sebagai organisme biologis, sebagai pribadi, maupun dengan integrasi 

budaya yang stabil. Kedua, sistem sosial harus memiliki cukup banyak aktor yang termotivasi 

untuk bertindak sesuai dengan peran yang ditentukan, dengan memenuhi harapan serta 

menghindari perilaku menyimpang. Ketiga, sistem sosial juga tidak boleh menetapkan pola 

budaya yang menuntut hal-hal mustahil dari anggotanya, karena hal ini justru dapat memicu 

penyimpangan dan konflik sosial. 

Teori fungsionalisme struktural juga dipopulerkan oleh Robert K. Merton, sebagai 

kajian dalam menganalisa permasalahan yang ada yakni peran ganda dalam keluarga. Robert 

K. Merton seorang pentolan teori ini berpendapat bahwa objek analisa sosiologi adalah fakta 

sosial, peranan sosial, pola-pola institusional, proses sosial, organisasi kelompok dan 

pengendalian sosial hampir semua penganut teori ini berkecenderungan untuk imemusatkan 

iperhatiannya kepada fungsi dari satu fakta sosial terhadap fakta sosial lain. Hanya saja 

imenurut Merton pula sering terjadi percampuradukan antara motif-motif (Farida, 2023). 

Adapun penjelasan menurut Robert K. Merton sebagai berikut: 

1. Fakta sosial yaitu arah bertindak, berpikir yang berada di luar individu, tapi mengendalikan 

individu (Nursari, 2025). Fakta sosial bersifat mengikat pada masyarakat. Kemudian Émile 

Durkheim menjelaskan fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan merasakan yang 

berada di luar individu, namun memiliki kekuatan untuk memaksa individu tersebut dan 

fakta sosial dipandang sebagai “benda” (things) yang dapat diamati secara objektif, seperti 

hukum, norma, adat, moral, atau tradisi (Syukurman, 2020). 

Contoh: Peraturan lalu lintas mengharuskan pengendara menggunakan helm walaupun 

seorang tidak mau, peraturan tersebut berlaku dan mengikat. 

2. Peranan sosial yaitu seperangkat keinginan masyarakat terhadap individu sesuai dengan 

status dan kedudukan (Albertus, 2024). Kemudian Soerjono Soekanto perangkat hak dan 

kewajiban yang dimiliki seseorang dengan kedudukan di masyarakat dan peranan mengatur 

bagaimana individu seharusnya bertindak dalam kehidupan sosial dan Masyarakat 

(Permana, 2023). 

Contoh: Seorang Dosen di Kampus berperan untuk mengajar, melakukan pengabdian dan 

penelitian. 

3. Pola-pola institusional yaitu aturan, peraturan, nilai-nilai, norma, dan tata cara yang 

terorganisir dalam lembaga sosial sehingga mengarahkan perilaku anggota masyarakat. 

Émile Durkheim menyatakan bahwa institusi sosial sebagai fakta sosial yang mengatur 

kehidupan masyarkat di luar kehendak individu dan bersifat memaksa dan mengika 

(Atmaja, 2022). 

Contoh: Dalam lembaga pendidikan (kampus atau perguruan tinggi), terdapat pola seperti 

jadwal perkuliahan, tata tertib mahasiswa, sistem ujian, dan pembagian kelas pada 

setiap semester prodi dan prodi. 

4. Proses sosial yaitu pola berhubungan yang dapat dilihat bila antara individu dan individu, 

dan individu dan kelompok saling bertemu serta menentukan pola hubungan sosial (Kausar, 

2024). Hal meliputi asimilasi, akomodasi, kerja sama, konflik, dan persaingan (Kosim, 

2006). 

Contoh: Proses kerja sama antara warga atau dalam budaya sosial yaitu gotong royong 

membersihkan lingkungan permukian masyarakat. 

5. Organisasi kelompok yaitu sekumpulan orang yang terstruktur, memiliki tujuan bersama, 

dan aturan tertentu untuk mencapai tujuan bersama (Syamsuri, 2025). Talcott Parsons 

Organisasi kelompok merupakan bagian dari sistem sosial yang memiliki peran penting 

dalam menjaga integrasi masyarakat (Satriyati, 2025). Disisi lain Organisasi berfungsi 

untuk mencapai tujuan dengan mengatur pola interaksi antaranggota. 
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Contoh: Organisasi mahasiswa (BEM, Himpunan Mahasiswa), Organisasi Siswa (OSIS), 

dan Ormas NU dan Muhammadyah 

6. pengendalian sosial yaitu cara masyarakat mengatur perilaku anggotanya agar sesuai 

dengan nilai, norma, dan aturan yang berlaku. Sedangkan menurut Roucek pengendalian 

sosial merupakan proses baik yang direncanakan maupun tidak, yang bertujuan untuk 

mendidik, mengajak, atau memaksa anggota masyarakat agar patuh pada norma sosial 

(Sari, 2024). 

Contoh: Sanksi tilang bagi pelanggar lalu lintas, teguran orang tua kepada anak yang 

melanggar aturan rumah, atau peraturan sekolah yang memberikan hukuman jika 

siswa bolos.  

 

B. Peran Tokoh Adat dalam Keikutsertaan Masyarakat pada Program KB 

Tokoh adat di Desa Kenyabur Baru memiliki peran dan posisi sangat penting dalam 

struktur sosial dan budaya masyarakat adat. Masyarakat Desa Kenyabur Baru beranggapan 

bahwa tokoh adat sebagai panutan, penjaga nilai serta penghubung antara masyarakat dengan 

pemerintah Desa, Kecamatan, Kabuapaten. Dalam konteks Program KB tokoh adat berperan 

sebagai mediator, penyampai nilai adat, dan penentu keputusan sosial. Seperti penjelasan 

secara umum adalah seseorang yang paling diakui dan dihormati oleh masyarakat setempat 

atau masyarakat adat karena ia memiliki pengetahuan, pengalaman, dan peran dalam menjaga, 

melestarikan, dan menegakkan nilai-nilai, norma, hukum adat maupun tradisi yang hidup 

dalam komunitas (Tan, 2025).  

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fungsionalisme struktural 

untuk membedah peran tokoh adat dalam keberhasilan program KB. Merujuk pada pemikiran  

(Nugroho, 2021), peneliti mengklasifikasikan temuan lapangan ke dalam empat prasyarat 

fungsional skema AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency). Kerangka 

ini digunakan untuk melihat bagaimana bagian-bagian dalam sistem masyarakat Desa 

Kenyabur Baru saling berinteraksi guna menjaga stabilitas sosial, dengan rincian sebagai 

berikut:  

1. Adaptation (Kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan perubahan) 

Menurut pendapat dari (Fadri, 2020) adaptation secara tegas ialah sistem sosial 

pada keharusan terhadap penyesuaian lingkungan dan masyarakat terhadap perilaku 

individu yang menuntut pada suatu bentuk susunan dan penyesuaian terhadap tuntutan dan 

kenyataan yang sedang dihadapi. Adapun wawancara kepada Tokoh Adat, Kepala Desa, 

Kepala Keluarga dan Ibu rumah tangga, sebagai berikut: 

No. Informan 
Jabatan/ 

Status 

Hasil Wawancara  

(Dirapikan) 
Inti Temuan 

1 
Bapak 

Hermanus 

Tokoh Adat 

Dayak 

Masyarakat Dayak berusaha menyesuaikan 

adat dengan perkembangan zaman. Dahulu 

terdapat pandangan bahwa banyak anak 

berarti banyak rezeki, namun kehidupan 

saat ini perlu direncanakan dengan baik. 

Oleh karena itu, tidak ada larangan 

terhadap program KB selama caranya 

sesuai dengan kesehatan dan tidak 

melanggar adat. 

Adat Dayak 

bersifat adaptif 

terhadap program 

KB selama selaras 

dengan nilai 

kesehatan dan 

adat. 

2 
Bapak 

Sunarto 

Tokoh Adat 

Jawa 

Warga Jawa di daerah ini sudah terbiasa 

dengan program pemerintah, termasuk KB. 

Program tersebut tidak dianggap sebagai 

bentuk melawan takdir Tuhan, melainkan 

ikhtiar untuk menjaga kesejahteraan 

keluarga. 

Masyarakat Jawa 

menerima KB 

sebagai usaha 

rasional demi 

keluarga sejahtera. 
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3 
Bapak 

Muslih 

Kepala Desa 

Kenyabur Baru 

Pemerintah desa berupaya agar masyarakat 

dapat menyesuaikan diri dengan 

perkembangan zaman. Program KB bukan 

untuk mengurangi keturunan, tetapi untuk 

meningkatkan kesejahteraan keluarga. 

Tokoh adat sangat membantu masyarakat 

dalam mengambil keputusan kesehatan 

dengan menyesuaikan pesan KB terhadap 

nilai adat yang masih kuat. 

Dukungan 

pemerintah desa 

dan tokoh adat 

memperkuat 

penerimaan 

masyarakat 

terhadap KB. 

4 
Bapak 

Triyono 

Kepala 

Keluarga 

Dahulu masyarakat menganggap KB 

sebagai dosa. Namun setelah mendapat 

penjelasan dari tokoh adat, kepala desa, 

dan petugas kesehatan, masyarakat 

menyadari bahwa program KB sangat 

membantu. 

Edukasi dari 

tokoh masyarakat 

dan tenaga 

kesehatan 

mengubah 

persepsi negatif 

terhadap KB. 

5 Ibu Ani Masyarakat 

Sebelumnya menganggap KB sebagai 

dosa, tetapi setelah mendengar penjelasan 

dari suami, keluarga, tokoh adat, dan 

kepala desa, ia memahami bahwa program 

KB sangat membantu keluarga. 

Dukungan 

keluarga dan 

tokoh lokal 

berperan penting 

dalam penerimaan 

KB. 

6 
Ibu Maria, 

A.Md.Keb. 

Bidan Desa 

Kenyabur Baru 

Pelayanan KB dilakukan dengan 

menyesuaikan kondisi masyarakat. Tidak 

ada unsur paksaan, melainkan memberikan 

pilihan sesuai kondisi keluarga. Yang 

terpenting adalah masyarakat memahami 

dan siap sehingga keputusan mengikuti KB 

lahir dari kesadaran sendiri. 

Pendekatan 

persuasif dan 

partisipatif 

meningkatkan 

kesadaran 

masyarakat 

mengikuti KB. 

Dari pemaparan tokoh Masyarakat dan pihak keluarga baik bapak dan ibu serta 

bidan desa, menunjukan kemampuan adaptasi sosial. Nilai adat yang lampau mulai 

disesuaikan dengan kebutuhan moderan dan ekonomi keluarga. Adaptasi ini membuat 

tokoh adat menjadi jembatan antara tradisi budaya lokal dengan kebijakan pemerintah. 

 

2. Goal Attainmen (Pencapaian Tujuan) 

Dalam pandangan umum sosiologi defenisi tersebut adalah kemampuan suatu 

sistem sosial, organisasi, atau kelompok masyarakat untuk menetapkan tujuan kolektif dan 

menggerakan sumber daya serta tindakan sosial guna mencapai tujuan tersebut secara 

efektif. Kemudian menurut pendapat (Nugroho, 2021). setiap sistem sosial atau masyarakat 

akan senantiasa terdapat berbagai tujuan yang hendak dicapai sistem sosial. Adapun 

wawancara kepada tokoh Adat, Kepala Desa, Kepala Keluarga dan Ibu Rumah Tangga 

sebagai berikut:  

No. Informan 
Jabatan/ 

Status 

Hasil Wawancara  

(Dirapikan) 
Inti Temuan 

1 
Bapak 

Hermanus 

Tokoh Adat 

Dayak 

Tokoh adat berperan memberikan 

pemahaman bahwa KB bertujuan 

menciptakan keluarga yang teratur, 

menjamin pendidikan anak, dan menjaga 

kesehatan ibu. 

Sosialisasi 

persuasif melalui 

pendekatan 

kesejahteraan 

keluarga. 

2 
Bapak 

Sunarto 

Tokoh Adat 

Jawa 

Tokoh adat memiliki pengaruh besar 

terhadap kepercayaan masyarakat. Saat 

ini masyarakat sudah terbuka dan 

memahami bahwa KB tidak melanggar 

adat maupun agama. 

Legitimasi tokoh 

adat dalam 

menghapus 

stigma negatif 

terhadap KB. 
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3 
Bapak 

Muslih 

Kepala Desa 

Kenyabur Baru 

Pemerintah desa merasa sangat terbantu 

oleh peran tokoh adat dalam memperkuat 

program pemerintah, sehingga eksekusi di 

lapangan menjadi lebih mudah. 

Sinergi antara 

pemerintah desa 

dan otoritas adat. 

4 
Bapak 

Triyono 

Masyarakat 

(Kepala 

Keluarga) 

Sinergi antara Puskesmas, tenaga 

kesehatan, dan tokoh adat sangat 

membantu masyarakat dalam mengatur 

jarak kehamilan demi kesehatan keluarga. 

Penerimaan 

positif masyarakat 

berkat kolaborasi 

nakes dan tokoh 

adat. 

5 Ibu Ani 
Masyarakat 

(Peserta KB) 

Keputusan ikut KB didasari keinginan 

agar anak lebih terurus dan menghindari 

kelelahan fisik akibat jarak kelahiran 

yang terlalu dekat. 

Kesadaran akan 

beban pengasuhan 

dan kualitas hidup 

anak. 

6 
Ibu Maria, 

A.Md.Keb 

Bidan Desa 

Kenyabur Baru 

Keberhasilan program KB merupakan 

hasil kerja sama tim: Desa mendukung, 

tokoh adat menguatkan, dan tenaga 

kesehatan melayani secara teknis. 

Kolaborasi 

multisektoral 

sebagai kunci 

keberhasilan 

layanan 

kesehatan. 

Berdasarakan hasil wawancara dengan para tokoh adat Dayak, Jawa, Kepala Desa, 

Kepala Rumah Tangga dan Ibu Rumah Tangga di Desa Kenyabu Baru, bahawa pencapaian 

tujuan Program Keluarga Bencaana (KB) sangat dipengaruhi oleh peran tokoh adat sebagai 

bagian dari sistem sosial desa. Dala perseptif Goal Attainment, tujuan utama program KB 

yaitu mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan mampu mengatur jarak kelahiran anak. 

Tujuan ini tidak akan tercapai hanya melalui kebijakan pemerintah tetapi perlu dukungan 

aktor sosial yang memiliki pengaruh dan legiimasi di masyarakat, khususnya tokoh adat. 

 

3. Integration 

Integration fungsi sistem sosial yang berperan menjaga keselarasan, keteraturan, 

dan kerja sama antarbagian dalam masyarakat agar tidak konflik dan perpecahan. Hal ini 

dipertegaskan dalam pendapat (Nugroho, 2021) setiap bagian dari sistem sosial terintegrasi 

satu sama lain serta cendeung bertahan pada equilibrium (keseimbangan). Integration 

bekerja dalam cara mengatur hubungan antaraktor sosial-seperti tokoh adat, pemerintah 

desa, tenaga kesehatan dan masyarakat melalui norma, nilai, dan aturan yang disepakati 

bersama. Dalam konteks program sosial seperti Keluarga Bencana (KB). Dalam konteks 

program sosial seperti KB, integration terlihat ketika nilai adat, kebijakan pemerintah, dan 

kepentingan keluarga dapat disatukan sehingga masing-masing pihak saling mendukung, 

bukan saling bertentangan. Dengan adanya integration, perbedaan pandangan dapat 

dikelola secara harmonis, kepecayaan sosial terjaga, dan program dapat dijalankan secara 

stabil dan berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat desa. Adapun hasil wawacara kepada 

narasumber sebagai dibawah ini. 

No. Informan 
Jabatan/ 

Status 

Hasil Wawancara  

(Dirapikan) 
Inti Temuan 

1 
Bapak 

Hermanus 

Tokoh Adat 

Dayak 

Urusan teknis KB diserahkan 

sepenuhnya kepada tenaga kesehatan 

karena masyarakat sudah paham 

manfaatnya dan tidak ada penolakan. 

Kepercayaan penuh 

tokoh adat terhadap 

nakes dan absennya 

resistensi warga. 

2 
Bapak 

Sunarto 

Tokoh Adat 

Jawa 

Program KB dipandang sebagai 

kebaikan bersama yang tidak melanggar 

aturan adat ataupun memicu perpecahan 

di masyarakat. 

KB dinilai selaras 

dengan norma adat 

dan menjaga 

harmonisasi sosial. 
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3 
Bapak 

Muslih 

Kepala Desa 

Kenyabur Baru 

Seluruh tahapan pelaksanaan program 

KB di Desa Kenyabur Baru berjalan 

dengan lancar tanpa kendala atau 

hambatan di lapangan. 

Efektivitas dan 

kelancaran 

implementasi 

program di tingkat 

desa. 

4 
Bapak 

Triyono 

Masyarakat 

(Kepala 

Keluarga) 

Keputusan ber-KB diserahkan kepada 

istri dengan pemahaman dari nakes dan 

tokoh adat bahwa KB tidak 

bertentangan dengan agama maupun 

adat. 

Dukungan suami 

dan hilangnya 

hambatan dogmatis 

(agama/adat). 

5 Ibu Ani 
Masyarakat 

(Peserta KB) 

Adanya penjelasan dari nakes, tokoh 

adat, serta dukungan suami 

menciptakan rasa nyaman dan 

menghilangkan kecemburuan sosial 

antarwarga. 

Pentingnya 

dukungan 

psikologis dari 

lingkungan terdekat 

dan tokoh 

masyarakat. 

6 
Ibu Maria, 

A.Md.Keb 

Bidan Desa 

Kenyabur Baru 

Koordinasi rutin dilakukan antara 

nakes, pemerintah desa, dan tokoh adat 

untuk memastikan satu suara dalam 

pemberian informasi kepada warga. 

Konsistensi 

informasi (satu 

pintu) mencegah 

kebingungan di 

masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara bahwa peran tokoh adat sangat penting dalam 

menjaga keharmonisan sosial dalam pelaksanaan program KB di Desa Kenyabur Baru. 

Tokoh adat berfungsi sebagai penengah dan penyatu antar pemerintah desa, tenaga 

kesehatan dan masyarakat. Melalui pendekatan adat dan komunikasi yang santun, tokoh 

adat mampu mengurangi konflik perbedaan pendapat dan menumbuhkan sikap saling 

menghargai antarawarga. Dengan demikian program KB dapat dijalankan tanpa 

mengganggu kerukunan sosial, sehingga kehidupan masyarakat desa tetap stabil dan 

harmonis.  

 

4. Latency 

Latency adalah fungsi sosial yang berkaitan dengan pemeliharaan, perwarisan, dan 

pembaruan nilai, norma, motivasi serta pola budaya agar sistem sosial tetap stabil dan dapat 

berlangsung dalam jangka panjang. Kemudian ditegaskan menurut pendapat (Nugroho, 

2021) sistem sosial senantiasa berusaha mempertahankan bentuk-bentuk interaksi yang 

relatif tetap atau statis, sehingga setiap perilaku yang menyimpang. Dari deskripsi umum 

tentang latency maka hasil wawancara sebagai berikut: 

No. Informan 
Jabatan/ 

Status 

Hasil Wawancara 

(Dirapikan) 
Inti Temuan 

1 
Bapak 

Hermanus 

Tokoh Adat 

Dayak 

Dalam adat Dayak, diajarkan prinsip 

hidup seimbang. Memiliki banyak anak 

namun tidak terurus dianggap 

melanggar nilai tanggung jawab adat. 

KB selaras dengan 

nilai tanggung 

jawab dan 

keseimbangan 

hidup adat Dayak. 

2 
Bapak 

Sunarto 

Tokoh Adat 

Jawa 

Berdasarkan budaya Jawa, hidup harus 

dijalani dengan tertib. KB dipandang 

sebagai sarana untuk mengatur 

ketenteraman dalam keluarga. 

KB merupakan 

instrumen untuk 

mencapai filosofi 

hidup tertib dan 

tentram. 

3 
Bapak 

Muslih 

Kepala Desa 

Kenyabur Baru 

Peran pemerintah desa dalam hal ini 

berfokus sebagai fasilitator untuk 

mendukung jalannya program bagi 

masyarakat. 

Pemerintah desa 

berperan sebagai 

penyedia sarana dan 

prasarana 

(fasilitator). 
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4 
Bapak 

Triyono 

Masyarakat 

(Kepala 

Keluarga) 

Masyarakat tidak merasa ragu untuk 

ber-KB karena tokoh adat memberikan 

dukungan dan tidak 

mempermasalahkannya. 

Dukungan tokoh 

adat menghilangkan 

keraguan 

masyarakat untuk 

berpartisipasi. 

5 Ibu Ani 
Masyarakat 

(Peserta KB) 

Keyakinan masyarakat untuk ikut 

program KB semakin kuat karena tidak 

adanya larangan dari sisi aturan adat. 

Legalitas adat 

memberikan 

kepastian dan 

keyakinan bagi 

kaum perempuan. 

6 
Ibu Maria, 

A.Md.Keb 

Bidan Desa 

Kenyabur Baru 

Masyarakat mengikuti KB bukan 

karena paksaan, melainkan karena 

sudah memahami KB sebagai bagian 

dari nilai keluarga dan pola hidup yang 

baik. 

Internalisasi 

program KB 

menjadi bagian dari 

gaya hidup dan 

kesadaran mandiri. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa tokoh adat memiliki peran kuat dalam 

mempengaruhi keputusan kesehatan Masyarakat terkait keikutsertaan dalam Program 

Keluarga Bencana (KB) namun disisi lain keputusan kesehatan dikembalikan ke 

Masyarakat yang mendapatkan dampak dari keputusan tersebut. Dalam persepktif sosiologi 

struktural dengan pendekatan latency, peran tokoh adat terlihat dalam upaya memelihara 

nilai, norma, dan motivasi Masyarakat sehingga program KB dapat diterima dan dijalankan 

secara stabil, dan berkelanjutan tanpa menimbulkan konflik sosial. 

Berdasarkan analisis menggunakan teori Fungsionalisme Struktural, temuan 

penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) di Desa 

Kenyabur Baru merupakan hasil dari kerja sistemik yang mencapai kondisi keseimbangan 

(equilibrium). Tokoh adat, baik dari etnis Dayak maupun Jawa, menjalankan fungsi 

Integrasi yang krusial dengan menyelaraskan nilai-nilai tradisional dan kebijakan 

pemerintah. Mereka tidak memandang KB sebagai intervensi asing yang mengganggu, 

melainkan sebagai alat untuk mencapai filosofi hidup seimbang dan tertib. Sinergi antara 

otoritas adat, pemerintah desa, dan tenaga kesehatan memastikan bahwa seluruh bagian 

sistem sosial saling mendukung, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pesan yang dapat 

membingungkan masyarakat. 

Dalam kerangka skema AGIL Parsons, aspek Adaptation terlihat jelas saat 

masyarakat mereformasi perilaku reproduksi mereka guna menyesuaikan diri dengan 

tuntutan ekonomi dan pendidikan masa kini. Tokoh adat memfasilitasi proses ini melalui 

fungsi Latency (Pattern Maintenance), yakni memberikan legitimasi moral bahwa ber-KB 

selaras dengan tanggung jawab adat untuk mengasuh anak dengan baik. Dengan demikian, 

KB bertransformasi menjadi sebuah Fakta Sosial yang bersifat mengikat namun diterima 

secara sukarela. Hal ini membuktikan bahwa sistem sosial di desa tersebut memiliki 

mekanisme pertahanan yang kuat untuk mengakomodasi perubahan sosial tanpa 

menciptakan disintegrasi atau konflik internal. 

Ditinjau dari perspektif Robert K. Merton, terjadi pembagian Peranan Sosial yang 

sangat terstruktur dan fungsional. Tenaga kesehatan berperan dalam dimensi teknis-medis, 

sementara tokoh adat berperan dalam dimensi sosiokultural untuk menghilangkan 

hambatan dogmatis. Dukungan suami (seperti yang ditunjukkan Bapak Triyono) 

memperkuat struktur mikro keluarga, sehingga keputusan kesehatan tidak lagi menjadi 

beban individu perempuan saja, melainkan menjadi tujuan kolektif. Proses sosial yang 

didominasi oleh kerja sama dan akomodasi ini menciptakan lingkungan yang stabil, di 

mana partisipasi dalam program KB dianggap sebagai bagian dari gaya hidup yang 

bertanggung jawab demi keberlangsungan sistem sosial desa yang lebih sejahtera. 
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C. Kerja Sama antara Tokoh Adat, Tenaga Kesehatan, dan Pemerintah Desa 

Kerja sama antara tokoh adat, tenaga kesehatan (nakes), dan pemerintah desa di Desa 

Kenyabur Baru membentuk sebuah sistem sosial yang solid dan beroperasi dalam kondisi 

keseimbangan (equilibrium). Dalam kerangka sosiologi, ketiga aktor ini menjalankan peran yang 

saling bergantung guna memastikan stabilitas sistem di tingkat lokal. Pemerintah desa berfungsi 

sebagai penyedia legitimasi administratif dan fasilitas, tenaga kesehatan sebagai pemegang otoritas 

teknis-medis, sementara tokoh adat berperan sebagai pemegang otoritas moral dan budaya. Sinergi 

ini memastikan bahwa program Keluarga Berencana (KB) tidak dipandang sebagai paksaan dari 

luar, melainkan sebagai kebutuhan kolektif yang disepakati bersama. 

Tokoh adat memegang peran krusial dalam fungsi Integrasi dan Latency (pemeliharaan 

pola) dengan menjembatani kesenjangan komunikasi antara nakes dan masyarakat. Sebagai 

aktor yang memiliki kedekatan emosional dan kultural dengan warga, tokoh adat mampu 

menerjemahkan bahasa medis yang formal ke dalam bahasa budaya yang mudah diterima. 

Ketika Bapak Hermanus (Tokoh Adat Dayak) atau Bapak Sunarto (Tokoh Adat Jawa) 

menyatakan bahwa KB selaras dengan tanggung jawab dan ketertiban hidup, hambatan 

psikologis dan dogmatis di tingkat akar rumput runtuh. Hal ini memberikan rasa aman bagi 

masyarakat seperti Bapak Triyono dan Ibu Ani untuk berpartisipasi tanpa rasa takut melanggar 

norma adat. 

Dari sisi Goal Attainment (pencapaian tujuan), pemerintah desa di bawah 

kepemimpinan Bapak Muslih berperan sebagai fasilitator yang mengorganisir sumber daya. 

Pemerintah desa menyediakan panggung dan dukungan politik bagi nakes agar layanan 

kesehatan dapat menjangkau seluruh lapisan warga. Keberadaan pemerintah desa memberikan 

kepastian hukum bahwa program KB adalah bagian dari rencana pembangunan desa yang sah. 

Dengan adanya struktur formal yang mendukung, tenaga kesehatan dapat lebih fokus pada 

fungsi pelayanan tanpa harus menghadapi resistensi sosial yang berarti, karena "jalan" 

komunikasi telah dibuka oleh kebijakan desa yang pro-rakyat. 

Tenaga kesehatan, dalam hal ini Bidan Maria, berperan dalam fungsi Adaptasi dengan 

menyediakan solusi medis yang memungkinkan masyarakat menyesuaikan diri terhadap 

perubahan tuntutan zaman. Nakes bertugas memastikan bahwa pemahaman yang diberikan oleh 

tokoh adat didukung oleh fakta medis yang akurat dan layanan yang berkualitas. Koordinasi 

satu pintu yang dilakukan oleh bidan bersama tokoh masyarakat mencegah terjadinya asimetri 

informasi atau "simpulan simpang" yang dapat membingungkan warga. Konsistensi pesan yang 

disampaikan oleh ketiga pihak ini menjadi kunci utama yang menjaga sistem tetap harmonis 

dan terhindar dari perilaku menyimpang (deviant behavior) terhadap norma kesehatan. 

Secara keseluruhan, kolaborasi tripartit ini membuktikan bahwa keberhasilan sebuah 

program pembangunan sangat bergantung pada pemenuhan prasyarat fungsional dalam 

masyarakat. Ketika struktur formal (Pemerintah dan Nakes) mampu berintegrasi dengan struktur 

informal (Tokoh Adat), maka program KB bertransformasi menjadi sebuah Fakta Sosial yang 

positif. Sinergi ini menciptakan tatanan sosial yang berkelanjutan, di mana perubahan sosial 

menuju keluarga sejahtera dilakukan secara sadar dan sukarela melalui jalur budaya, bukan melalui 

paksaan struktural. Hal ini menjadikan Desa Kenyabur Baru sebagai model ideal di mana sistem 

sosial bekerja secara sinkron demi mencapai tujuan kesejahteraan bersama. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program Keluarga 

Berencana (KB) di Desa Kenyabur Baru merupakan hasil dari pemenuhan prasyarat fungsional 

melalui sinergi tripartit antara tokoh adat, pemerintah desa, dan tenaga kesehatan. Temuan 

menunjukkan bahwa tokoh adat memegang peran sentral dalam fungsi Integrasi dan Latency, 
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di mana mereka mampu mentransformasi program pemerintah menjadi nilai kultural yang 

selaras dengan prinsip tanggung jawab adat Dayak dan ketertiban hidup budaya Jawa. Sinergi 

ini menciptakan kondisi keseimbangan (equilibrium) sosial, di mana masyarakat menerima KB 

bukan sebagai paksaan struktural, melainkan sebagai keputusan sadar untuk meningkatkan 

kualitas hidup keluarga. Konsistensi informasi dan dukungan moral dari tokoh masyarakat 

terbukti menjadi faktor kunci yang menghilangkan hambatan dogmatis serta memberikan 

legitimasi kultural terhadap layanan kesehatan modern. 

Untuk penelitian mendatang, disarankan agar peneliti selanjutnya memperluas cakupan 

kajian dengan mengeksplorasi tantangan atau hambatan fungsional yang mungkin muncul pada 

generasi muda di wilayah adat, guna melihat apakah terdapat pergeseran otoritas nilai antara 

tokoh adat dan media informasi digital. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan 

pendekatan sosiologi konflik atau fenomenologi untuk menggali perspektif kelompok 

masyarakat yang mungkin masih memiliki resistensi tersembunyi, sehingga didapatkan 

gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika struktur sosial dalam keputusan 

kesehatan masyarakat di Kabupaten Sintang. 
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